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P U T U S A N  S E L A 

Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada 

tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara 

gugatan antara: 

BUDI SANTOSO ALIAS RADEN BOEDI SANTOSO, NIK 

3372012204540002, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 22 April 1954, 

umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, 

agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat di Jalan Dr. Rajiman no. 

360, RT. 02 RW. 06 Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Dalam hal ini memberikan 

kuasa kepada Andi Setiawan S.H., M.H.,  Advokat pada Kantor Advokat 

dan Konsultan Hukum AS N Partner’s yang beralamat di Jalan Veteran 

nomor 341 Tipes, Serengan Surakarta Provinsi Jawa Tengah Indonesia, 

email asnpartners.lawofficer@gmail.com  telepon / whatsapp 

085106033366. Berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Februari 2026 yang 

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 

16 April 2026 Nomor 422, sebagai Penggugat; 

L a w a n: 

1. PEMERINTAH KOTA SURAKARTA, yang beralamat di Jalan 

Jenderal Sudirman nomor 2 Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia 57133. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeni 

Apriliawati, S.H., M.P.S., M.Eng., Veky Novian Sasono, S.H., Fetty 

Puspita Sari, S.H., Tri Wulan Dwi Handayani, S.H., Ardyanto Imam 

Wicaksono, S.H., Muhammad Arif Fauzi, S.H., Zaky Baswendra 

Wibhawa, S.H., M.H., dan Cynthia Dewi Kusumastuti, S.H., Aparatur 

Sipil Negara pada Pemerintah Kota Surakarta, beralamat di Jl. 

Jendral Sudirman nomor 2 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus Nomor B/100.3.11/804 tanggal 15 April 2026 yang telah 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 

16 April 2026 Nomor 416. Sebagai  Tergugat I; 



 

Hal 2 dari 31 hal Putusan Sela Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt 

2. KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA SURAKARTA, yang 

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2 Kota Surakarta, 

Provinsi Jawa Tengah, Indonesia 57111. Sebagai tergugat II; 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang 

bersangkutan; 

   Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  

2. TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 

Maret 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Surakarta pada 06 April 2026 dalam register Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt, 

telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 

1. Bahwa tanah tersebut atas nama Penggugat dengan Sertipikat Hak 

Milik Nomor 812 seluas ± 3.790 m² yang terletak dahulu di Jalan Dr. 

Rajiman Nomor 19 sekaranga  di Jalan Dr. Rajiman Nomor 360, 

Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta; 

2. Bahwa atas nama PBB tanah dan bangunan tersebut adalah masih 

nama orang tua Penggugat yang bernama Almarhum Priyo Martono 

dengan Nomor Objek Pajak 33.72.010.006.005.0089.0, tanah bangunan 

tersebut dikenal dengan sebutan Rumah Priyomartanan;    

3. Bahwa tanah yang terletak dahulu di Jalan Dr. Rajiman Nomor 19 

sekaranga  di Jalan Dr. Rajiman Nomor 360, Kelurahan Penumping, 

Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Sertipikat Hak Milik Nomor 812 

seluas ± 3.790 m²  atas nama Raden Boedi Santoso, Nomor Objek 

Pajak 33.72.010.006.005.0089.0 atas nama Priyo Martono dengan 

sebutan rumah Priyo Martanan, dengan batas-batas sebagai berikut: 

- Sebelah Utara  : Jalan 

- Sebelah Selatan : Jalan 

- Sebelah Barat  : Jalan 

- Sebelah Timur  : Hak Milik Nomor 161 
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Mohon dalam perkara ini objek tersebut di atas disebut sebagai Objek 

Sengketa; 

4. Bahwa sekira tahun 2013 Pemerintah Kota Surakarta memberitahukan 

bahwa kepada siapa saja yang memiliki tempat tinggal yang layak untuk 

dijadikan rumah Cagar Budaya bisa mengajukan diri ke Pemerintah 

Kota Surakarta; 

5. Bahwa tujuan Tergugat I melakukan pemberitahuan tersebut bermaksud 

untuk mengembangkan sektor pariwisata di kota Solo sebab selain 

memiliki bentuk bangunan Belanda yang estetik Objek Sengketa juga 

terletak di area kampung batik Solo, sehingga dengan dijadikan Objek 

Sengketa menjadi Objek Cagar Budaya tentunya akan menarik 

wisatawan dan dapat menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

6. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat mendapatkan kabar bahwa 

pada tahun 2014 Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Surat 

Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Nomor 

646/40/I/2014 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Yang Dianggap 

Telah Memenuhi Kriteria Sebagai cagar budaya Sesuai Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang 

didalamnya menyatakan bangunan objek sengketa layak sesuai kriteria 

bangunan Cagar Budaya sesuai Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; 

7. Bahwa untuk penanda eksistensi objek sengketa sebagai bagunan 

cagar budaya, pemerintah daerah melalui dinas terkait teah memberikan 

prasasti yang dipasang di Objek Sengketa yang bertuliskan Rumah 

Priyomartanan dengan nomor inventaris Nomor 12/LWY/B.3/85; 

8. Bahwa selain prasasti tersebut Penggugat juga menerima surat 

Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Nomor 

646/40/I/2014 dan surat tersebut ditembuskan kepada: 

1. Wali Kota Surakarta; 

2. Wakil Wali Kota Kota Surakarta; 

3. Sekretaris Daerah Kota Surakarta; 
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4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta; 

5. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. 

9. Bahwa keberadaan objek sengketa secara publik juga telah 

disebarluaskan melalui berbagai media sebagai bangunan cagar 

budaya hasil tiga tahun inventarisasi dan telah dianggap memenuhi 

kriteria cagar budaya Solo sesuai UU No. 11/2010 tentang Cagar 

Budaya (https://solopos.espos.id/info-solo-ini-daftar-172-cagar-budaya-

di-solo-567591); 

10. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang beriktikad baik, setelah 

terkonfirmasi bahwa objek sengketa merupakan bangunan yang layak 

sebagai cagar budaya, sebagai warga negara yang patuh telah 

beriktikad baik secara patut menjaga dan memelihara objek sengketa 

tersebut sampai saat ini secara mandiri. Meskipun telah ada janji untuk 

diberikan kompensasi pembiayaan dari APBD Pemerintah Daerah 

namun tidak pernah terealisasi. Pada sisi yang lain, meskipun banyak 

penawaran karena lokasi yang strategis untuk digunakan sebagai lahan 

atau tempat bisnis yang memungkinkan untuk merombak stuktur atau 

mengalihfungsikan bangunan namun tidak pernah direalisasikan oleh 

Penggugat; 

11. Bahwa berdasarkan konsiderans Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya menyatakan cagar budaya merupakan 

kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku 

kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan 

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu 

dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan 

kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kemudian untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab 

dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

cagar budaya; 
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12. Bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya menyatakan bahwasannya benda, bangunan, atau struktur 

dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar 

Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria yaitu 

berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling 

singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, 

ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan 

memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa; 

13. Bahwa Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar 

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau 

Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini; 

14. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Sengketa tentunya juga ada 

konsekuensi yang harus ditanggung oleh Penggugat yakni selain harus 

merawat dengan baik juga Penggugat tidak bisa serta merta 

mengalihkan Objek Sengketa tanpa ijin dari Menteri, Gubernura atau 

Bupati/wali Kota sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya yang berbunyi “ Setiap orang dilarang mengalihkan 

kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau 

peringkat kabupaten/kota kecuali dengan ijin Menteri, Gubernur, atau 

Bupati/Wali kota sesuai dengan tingkatanya”, apabila melanggar ada 

sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 101 Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berbunyi “Setiap orang 

yang tanpa ijin mengalihkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”;   

15. Bahwa oleh karenannya, setelah Objek Sengketa ditetapkan sebagai 

Cagar Budaya terhitung sejak tahun 2014, Penggugat merasa bahwa 
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sudah tidak ada beban pembayaran PBB, anggapan ini diperkuat 

dengan klausul yang terdapat di dalam Keputusan Kepala Dinas Tata 

Ruang Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014 disebutkan MEMUTUSKAN 

menetapkan ketiga “segala biaya yang timbul sebagai akibat  

ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Surakarta”; 

16. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

disebutkan: 

a. Ayat (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar 

Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah 

melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya. 

b. Ayat (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan 

bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar 

Budaya yang telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bahwa dengan demikian jika mengacu pada ketentuan pasal tersebut 

diatas maka terhadap Objek Sengketa sudah seharusnya oleh Tergugat 

I diberikan kompensasi berupa dana untuk pemeliharaan dan 

perawatan Objek Sengketa dan diberikan insentif berupa pembebasan 

pembayaran pajak PBB; 

17. Bahwa Penggugat tidak habis pikir ternyata setelah Objek Sengketa 

ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tergugat I masih menagih 

pembayaran PBB dan nilainya tagihannya tinggi sekali;  

18. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar tagihan PBB yang sangat 

mahal tersebut, Penggugat sudah tidak bekerja dan sudah tidak 

pemasukan, Penggugat memperoleh Objek Sengketa karena pemberian 

dari orang tua sehingga, sebenarnya secara finansial Penggugat tidak 

memiliki kemampuan untuk memenuhi tagihan pembaran PBB tersebut; 



 

Hal 7 dari 31 hal Putusan Sela Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt 

19. Bahwa tagihan PBB tahun 2014 telah dibayar oleh Penggugat beserta 

denda sebesar Rp30.490.044,00 (tiga puluh juta empat ratus sembilan 

puluh ribu empat puluh empat rupiah);  

20. Bahwa pembayaran tagihan PBB sebelum Penggugat mengajukan 

permohonan Cagar Budaya dibayar oleh anak Penggugat namun, 

karena seiring berjalanya waktu tagihan naik secara signifikan sehingga 

terjadi kemacetan pembayaran; 

21. Bahwa dalam situasi karena sudah bingung dengan kondisi yang 

sedemikian rupa kemudian pada tanggal 12 Januari 2026 Penggugat 

mengajukan surat permohonan penghapusan atau pengurangan 

sebesar 100% atas pembayaran PBB NOP 33.72.010.006.005.0089.0 

atas nama Priyo Martono; 

22. Bahwa atas surat permohonan tersebut kemudian Pemerintah Kota 

Surakarta melalui Badan Pendapatan Daerah menjawab dengan surat 

Nomor B/900.1.13.1/129 yang pada pokoknya menolak permohonan 

Penggugat dengan alasan Objek bukan merupakan Cagar Budaya 

berdasarkan Keputusan Wali Kota; 

23. Bahwa dalam surat jawaban tersebut Pemerintah Kota Surakarta 

melalui Badan Pendapatan Daerah sekaligus melakukan penagihan 

pembayaran PBB NOP 33.72.010.006.005.0089.0 periode tahun 2017 

sampai dengan tahun 2026 yang nilainya cukup besar yakni sebesar 

Rp631.267.316,00 (enam ratus juta tiga puluh satu juta dua ratus enam 

puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah); 

24. Bahwa alasan penolakan yang menyebutkan SPPT PBB-P2 atas nama 

Priyo Martono bukan merupakan Cagar Budaya yang ditetapkan dalam 

Keputusan Wali Kota, alasan tersebut tidak berdasar dikarenakan sudah 

jelas dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 

Nomor 646/40/I/2014 sudah ditembuskan salah satunya adalah 

kepada Wali Kota Surakarta; 

25. Bahwa berdasarkan Pasal 6  ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
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Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya disebutkan “Pendaftaran 

benda Cagar Budaya dilakukan pada instansi Pemerintah yang 

bertanggungjawab atas pendaftaran benda Cagar Budaya di Daerah 

Tingkat II tempat Cagar Budaya tersebut berada”. Dengan demikian jika 

mengacu pada PP tersebut di atas maka pendaftaran Cagar Budaya 

tidak harus diajukan kepada Wali Kota, pendaftaran dapat diajukan 

kepada instansi terkait; 

26. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja tidak 

menjalankan perintah undang-undang sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana 

seharusnya Objek Sengketa berhak mendapatkan kompensasi dan 

insentif tetapi Para Tergugat telah melanggar perintah undang-undang 

tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;   

27. Bahwa secara prinsip telah terjadi pembebanan pajak yang tidak 

proporsional dimana Tergugat I tetap mengenakan pajak penuh atas 

objek tersebut tanpa mempertimbangkan keterbatasan pemanfaatan 

dan status hukum yang belum final, sehingga tindakan tersebut tidak 

proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam 

pemungutan pajak daerah;  

28. Bahwa selain mendapatkan insentif yakni dibebaskan dari pembayaran 

PBB  seharusnya Penggugat juga mendapatkan kompensasi untuk 

pemeliharaan Objek Sengketa yakni estimasinya adalah per bulan 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 1 tahun sebesar 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jika dihitung sejak 

dikeluarkanya Keputusan tahun 2014 sampai tahun 2016 adalah 

sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah); 

29. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang sejak Objek Sengketa 

menjadi Cagar Budaya seharusnya Penggugat mendapatkan insentif 

dengan dibebaskan dari Beban pembayaran PBB Objek Sengketa 

namun, Para Tergugat tetap meminta Penggugat membayar tagihan 
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PBB. Dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut telah 

memenuhi unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan 

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk menggantikan kerugian tersebut”; 

30. Bahwa Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya 

KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, 

sebagaimana dikutif oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur 

Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:  

a. Harus ada perbuatan, baik positif (berbuat) maupun negatif (tidak 

berbuat): 

Tergugat I mengetahui Objek Sengketa dijadikan Cagar Budaya 

maka berdasarkan kaidah undang-undang untuk bertindak 

melindungi dan melestarikan Objek Sengketa sebagai Cagar 

Budaya dengan pemberian kompensasi dan insentif kepada 

Penggugat namun tidak dilakukan dan tetap meminta Penggugat 

untuk membayar tagihan PBB terhadap objek sengketa; 

b. Perbuatan itu harus melawan hukum: 

Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat adalah telah memenuhi 

unsur sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melanggar 

syarat ketentuan  sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 

Tindakan Para Tergugat menimbulkan ketidakseimbangan beban 

publik (public burden imbalance), di mana kewajiban negara 

dialihkan secara tidak sah kepada Penggugat. Para Tergugat 

telah membatasi hak pemanfaatan ekonomi atas objek milik 

Penggugat tanpa kompensasi dan insentif yang layak. 

c. Ada kerugian: 
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1) Kerugian materiil, Sejak timbulnya perkara  sebesar 

Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dana 

kompensasi yang seharusnya diterima sebesar 

Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) 

serta pajak PBB tahun 2014 yang sudah dibayar 

Penggugat sebesar Rp30.490.044,00 (tiga puluh juta 

empat ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat 

rupiah), sehingga total kerugian materiil sebesar 

Rp174.520.044,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah 

lima ratus dua puluh ribu empat puluh empat rupiah).  

2) Kerugian immateriil akibat perbuatan Para Tergugat 

mengakibatkan hidup Penggugat menjadi tidak tenang, 

sebenarnya kerugian immateriil tersebut tidak dapat dinilai 

dengan uang, namun jika dinilai dengan uang, maka senilai 

dengan Rp5,00 (Lima Rupiah). 

d. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum 

dengan kerugian: 

Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para 

Tergugat jelas dan terang telah merugikan Penggugat baik secara 

materiil dan immateriil sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 

Perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan 

hukum dengan tidak menjalankan ketentuan perundang-

undangan tentang Cagar Budaya terkait kompensasi dan insentif 

yang seharusnya diterima Penggugat, sehingga perbuatan Para 

Tergugat sangat merugikan baik secara materiil maupun secara 

immateriil; 

e. Ada kesalahan: 

Bahwa kesalahan Para Tergugat adalah tidak memberikan dana 

kompensasi dan tidak memberikan insentif terhadap Objek 

Sengketa sedangkan diketahui bahwa Objek Sengketa sejak 
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menjadi Cagar Budaya seharusnya mendapatkan kompensasi 

dan insentif sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang; 

31. Bahwa dalam perkembangan hukum perdata modern, khususnya sejak 

putusan lindenbaum vs cohen tahun 1919, Hoge Raad mendefinisikan 

perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan atau kelalaian yang 

apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum 

orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau 

bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas 

masyarakat terhadap orang lain atau barangnya (Setiawan, Rachmat. 

1991. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: 

Binacipta, Hal.8-15); 

32. Bahwa secara doktrinal, negara/pemerintah merupakan badan hukum 

publik (rechtspersoon) yang memiliki hak dan kewajiban hukum, dengan 

demikian berdasarkan doktrin onrechtmatige overheidsdaad, setiap 

tindakan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan warga 

negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata; 

33. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan No. 549/Pdt/2021/PT MDN 

yang menguatkan Putusan No.756/Pdt.G/2020/PN Mdn, memutuskan 

mengenai tindakan Pemerintah Daerah yang telah melakukan 

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Pada 

putusan tersebut senyatanya bagaimana pemerintah sebagai penguasa 

melakukan tindakan yang tidak patut dengan tidak melaksanakan 

kewajibannya dalam pendaftaran bangunan Cagar Budaya; 

34. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri 

Surakarta agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij 

voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi ataupun upaya 

hukum lainnya. 

Berdasarkan hal-hal dan alasan serta uraian tersebut diatas, maka Penggugat 

mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan 

untuk memberikan putusan sebagai berikut: 

PRIMAIR 
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1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan 

Penggugat dalam perkara ini; 

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang dengan 

sengaja tidak menjalankan perintah undang-undang sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

dimana seharusnya Objek Sengketa berhak mendapatkan kompensasi 

dan insentif tetapi Para Tergugat telah melanggar perintah undang-

undang tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;   

4. Menyatakan menurut hukum tagihan PBB NOP 

33.72.010.006.005.0089.0 atas nama Priyo Martono batal demi hukum 

dimulai sejak tahun 2014 sampai dengan perkara ini memperoleh 

kekuatan hukum tetap sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Para 

Tergugat, sehingga Penggugat dibebaskan dari pembayaran dan Para 

Tergugat wajib untuk menghapus catatan tunggakan; 

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai kepada 

Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanya telah 

menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp174.520.044,00 (seratus tujuh 

puluh empat juta rupiah lima ratus dua puluh ribu empat puluh empat 

rupiah); 

6. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar secara 

tunai dan tanggung renteng kepada Para Penggugat atas Perbuatan 

Melawan Hukum yang dilakukan telah menimbulkan kerugian bagi Para 

Penggugat secara immateriil sebesar Rp5,00 (Lima Rupiah); 

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat dalam perkara ini; 

8. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih 

dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi dan 

upaya hukum lainnya (uitvoerbaarbijvooraad); 
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SUBSIDER 

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et 

bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku 

dalam masyarakat. 

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, 

Penggugat, dan Tergugat I hadir menghadap muka persidangan sedangkan 

tergugat II tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir menghadap ke 

persidangan; 

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian 

diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk  Sri 

Peni Yudawati S.H., M.H. sebagai Mediator; 

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2026, 

bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;      

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para 

pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara 

elektronik; 

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat I 

menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik; 

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan yang isinya tetap 

dipertahankan; 

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat I 

menyampaikan jawaban tertanggal 21 Mei 2016 secara e-litigasi melalui Sistem 

Informasi Pengadilan sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI  

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT 

Pengadilan Negeri Surakarta secara Absolut Tidak Berwenang 

Mengadili Perkara A Quo. 

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha 

Negara. Bahwa secara yuridis normatif, sengketa Perbuatan 

Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah 
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(Onrechtmatige Overheidsdaad), merupakan kewenangan absolut 

dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian 

Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili 

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad): 

“Pasal 2 

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige 

Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata 

usaha negara.” 

“Pasal 11 

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang 

sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri 

harus menyatakan tidak berwenang mengadili.” 

2. Bahwa sengketa a quo timbul diawali dengan ditetapkannya 

Keputusan Kepala DTRK Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014 

tentang Penetapan Bangunan-Bangunan yang Dianggap Telah 

Memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya Sesuai Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 menyatakan:  

“Pasal 1 

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan 

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha 

Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 
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menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 

hukum perdata.” 

Dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 menyatakan: 

      “Pasal 1 

  7.  Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut 

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi 

Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah 

ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.” 

3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR yang berbunyi: 

“Pasal 134 HIR 

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk 

kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam 

pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku 

dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku 

karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa.” 

Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk 

berkenan menyatakan diri tidak berkuasa dan tidak berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara a quo melalui suatu Putusan Sela; 

4. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta, dan 

argumentasi tersebut di atas, terbukti peradilan yang berwenang 

secara absolut untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan 

Tata Usaha Negara. Maka patut dan layak kiranya bagi Yang 

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA 

Khusus untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkeleijke Verklaard); 

B. Error In Persona 

Gugatan Penggugat Cacat Subjek (Error In Persona) 

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik Kepala Dinas Tata 

Ruang Kota (DTRK) Kota Surakarta sebagai Tergugat II. Sejak tahun 

2017 secara kelembagaan, Perangkat Daerah Dinas Tata Ruang 
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Kota Kota Surakarta sudah tidak ada lagi akibat adanya 

restrukturisasi/ pemecahan, peleburan/ penggantian Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) menjadi Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk urusan tata ruang, serta Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) untuk urusan cagar 

budaya;   

2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan telah disampaikan 

di muka persidangan namun Penggugat tetap dengan gugatannya 

sehingga Gugatan Penggugat yang menggugat entitas jabatan yang 

sudah tidak eksis secara hukum menjadikan gugatan cacat subjek 

(Error In Persona); 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa benda atau bangunan yang memiliki sejarah dan berpotensi 

menjadi cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 

10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya dapat ditetapkan 

sebagai Cagar Budaya dengan tahapan: 

a. penemuan/pencarian; 

b. pendaftaran; 

c. pengkajian; dan 

d. penetapan dengan Keputusan Wali Kota; 

2. Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Tata 

Ruang Kota (DTRK) Kota Surakarta melakukan pencarian benda atau 

bangunan yang diduga sebagai Cagar Budaya. Dalam tahap pencarian 

tersebut terdapat 100 (seratus) benda atau bangunan yang ditetapkan 

dalam Keputusan Kepala DTRK Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014 

tentang Penetapan Bangunan-Bangunan yang Dianggap Telah Memenuhi 

Kriteria Sebagai Cagar Budaya sesuai Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Upaya pencarian 

tersebut merupakan tugas Pemerintah Daerah Kota Surakarta sesuai 

dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya yang berbunyi: 

“Pasal 26 
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(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, 

bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar 

Budaya.” 

3. Bahwa merujuk pada angka 2 Keputusan Kepala DTRK Kota Surakarta 

Nomor 646/40/I/2014 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan yang 

Dianggap Telah Memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya sesuai 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya masuk 

dalam tahapan pencarian, sehingga belum melekat kewajiban 

pelindungan cagar budaya. 

4. Bahwa berdasarkan Posita Penggugat merasa layak mendapat 

kompensasi dan insentif sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, akan tetapi pada Pasal tersebut 

juga memberikan kewajiban pada pemilik Cagar Budaya untuk melakukan 

perlindungan terhadap Cagar Budaya yang tahapannya dimulai pada 

pendaftaran bangunan cagar budaya oleh Penggugat kepada Pemerintah 

Kota Surakarta.  

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar 

Budaya yang berbunyi: 

“Pasal 29 

(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya 

wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota 

tanpa dipungut biaya.  

Pasal 27 

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya 

wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa 

dipungut biaya.” 

Akan tetapi setelah Penggugat menerima Keputusan Kepala DTRK Kota 

Surakarta Nomor 646/40/I/2014 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan 

yang Dianggap Telah Memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya, 

Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan 

bangunan yang dikuasainya kepada Pemerintah Kota Surakarta. 
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Sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas tidak 

dapat memperoleh kompensasi dan insentif;  

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa: 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian 

itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”; 

7. Bahwa untuk menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Mariam 

Badrulzaman dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 

III dengan penjelasan sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina harus 

memenuhi unsur sebagai berikut: 

a. Mengenai harus ada perbuatan  

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II adalah penetapan 

Keputusan Kepala DTRK Kota Surakarta dan bukan merupakan 

penetapan cagar budaya, sehingga belum ada dasar atau klausul 

yang mengatur pemberian insentif maupun kompensasi; 

b. Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum 

- Perbuatan yang dilakukan Nomor 646/40/I/2014 tentang 

Penetapan Bangunan-Bangunan yang Dianggap Telah 

Memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya sesuai Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

Tergugat I bukan perbuatan yang melanggar Pasal 21 ayat (1) 

dan ayat (2) karena bangunan yang diduga cagar budaya yang 

dikuasai oleh Penggugat tidak berada pada posisi disita oleh 

aparat penegak hukum dan tidak akan dimusnahkan; 

- Perbuatan yang dilakukan Tergugat I bukan perbuatan yang 

melanggar Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) karena bangunan 

yang diduga cagar budaya yang dikuasi oleh Penggugat belum 

ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Surakarta sebagai 

Cagar Budaya sehingga Tergugat I tidak berkewajiban 

memberikan kompensasi dan insentif; 
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c. bahwa kerugian yang diperhitungkan dalam posita Penggugat angka 

30 huruf c tidak berdasar karena ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya, untuk mendapat kompensasi dan insentif harus ada 

kewajiban melindungi cagar budaya terlebih dahulu, sedangkan 

uraian dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan kewajiban-

kewajiban apa saja yang telah dilakukan dan rincian pemeliharaan 

sebagai upaya melindungi bangunan yang diduga cagar budaya 

sehingga bisa mendalilkan kerugian materiil tersebut: 

1) Sejak timbulnya perkara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh 

juta); dan 

2) Kompensasi sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh 

empat juta) sebagai ganti atas biaya pemeliharaan tidak ada 

dasar hukum dan tidak rinci perhitungannya; 

d. bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara PMH dan kerugian 

Karena Tergugat I tidak pernah menerbitkan Keputusan Kepala 

DTRK Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014 tentang Penetapan 

Bangunan-Bangunan yang Dianggap Telah Memenuhi Kriteria 

Sebagai Cagar Budaya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya terhadap bangunan yang dikuasai oleh 

Penggugat sehingga tidak ada kewajiban hukum yang timbul 

sebagai bangunan cagar budaya; 

e. bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan kesalahan terkait tidak 

diberikannya kompensasi dan insentif, karena bangunan yang 

dikuasai Penggugat bukan merupakan bangunan cagar budaya; 

Bahwa karena tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum 

sesuai uraian huruf a sampai dengan huruf e, maka perbuatan yang 

dilakukan Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 

8. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang yang berbunyi: 

“Pasal 12 

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan 

Pajak.” 

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yang berbunyi: 

“Pasal 1 

36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Pasal 5 

(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh 

manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bangunan.” 

10. Bahwa berdasarkan uraian angka 8 dan angka 9, seseorang yang menjadi 

Wajib Pajak karena ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

membayar pajak, sehingga Penggugat yang merupakan Wajib Pajak 

PBB juga wajib membayar pajaknya; 

11. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 126 

Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Pemungutan Pajak 

Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berbunyi: 

“Pasal 28 

c. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang 

terutang dalam hal Objek Pajak yang merupakan cagar budaya 

yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d; dan/atau” 
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uraian ketentuan di atas menjelaskan bahwa seandainya Objek Sengketa 

merupakan Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, 

keringanan Wajib Pajak yang dapat diberikan maksimal 50% (lima puluh 

persen), dengan ketentuan tersebut tidak membebaskan Penggugat 

sebagai pihak yang menguasai benda yang diduga cagar budaya, untuk 

tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak; 

12. Bahwa dalam posita Penggugat sudah menunggak dan tidak membayar 

PBB sejumlah ± Rp631.267.316,00 (enam ratus tiga puluh juta dua ratus 

enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupaih), akan tetapi dalam 

faktanya Penggugat menunggak PBB sejumlah ± Rp870.727.667,00 

(delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus 

enam puluh tujuh rupiah). Hal itu menunjukkan Penggugat sudah 

menunggak membayar PBB sebelum adanya penetapan Keputusan 

Kepala DTRK Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014 tentang Penetapan 

Bangunan-Bangunan yang Dianggap Telah Memenuhi Kriteria Sebagai 

Cagar Budaya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga Penggugat dianggap tidak 

beritikad baik karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar 

PBB; 

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas: 

a. Penetapan Cagar Budaya harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Keputusan Kepala DTRK Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014 

tentang Penetapan Bangunan-Bangunan yang Dianggap Telah 

Memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya sesuai Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

bukan merupakan penetapan Cagar Budaya; 

c. Karena Objek Sengketa bukan merupakan Cagar Budaya sehingga 

belum mendapat kompensasi dan insentif sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang merupakan kewajiban 

yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebagai Wajib Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   
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DALAM REKONVENSI  

1. Berdasarkan Pasal 132a HIR mengatur bahwa Tergugat I berhak 

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara yang sedang 

berjalan. 

2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat I dalam Konvensi sebagaimana telah 

diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, mohon 

diulang kembali dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan serta menjadi bagian yang sah dalam Gugatan Rekonpensi 

ini. 

3. Bahwa dalam positanya, Penggugat menunggak dan tidak membayar 

PBB sejumlah ± Rp631.267.316,00 (enam ratus tiga puluh juta dua ratus 

enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupaih) sejak tahun 2015 

sampai dengan tahun 2026, akan tetapi dalam faktanya Penggugat 

menunggak PBB sejumlah ±Rp870.727.667,00 (delapan ratus tujuh puluh 

juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), 

sehingga ada selisih sejumlah ±Rp239.460.351,00 (dua ratus tiga puluh 

sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh satu 

rupiah). Hal itu menunjukkan Penggugat sudah menunggak membayar 

PBB sebelum adanya penetapan Keputusan Kepala DTRK Kota Surakarta 

Nomor 646/40/I/2014 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan yang 

Dianggap Telah Memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya sesuai 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya sehingga Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk 

membayar PBB; 

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa: 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian 

itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” 

5. Bahwa untuk menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Mariam 

Badrulzaman dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 
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III dengan penjelasan sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina harus 

memenuhi unsur sebagai berikut: 

a. Mengenai harus ada perbuatan  

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dahulu 

Penggugat adalah tidak membayar kewajiban sebagai wajib pajak 

sebesar Rp870.727.667,00 (delapan ratus tujuh puluh juta tujuh 

ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); 

b. Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat melakukan perbuatan 

melawan hukum 

- Perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dahulu 

Penggugat melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang; dan 

- Perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dahulu 

Penggugat melanggar Pasal 1 angka 36 dan Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena tidak 

melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. 

c. Kerugian yang timbul  

Bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat 

Rekonvensi dahulu Penggugat sejumlah Rp870.727.667,00 (delapan 

ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus 

enam puluh tujuh rupiah) yang tidak masuk ke Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surakarta; 

d. Ada hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan 

kerugian 

Bahwa tidak terbayarnya kewajiban pajak maka pendapatan Pajak 

Pemerintah Kota Surakarta berkurang sehingga pembangunan-

pembangunan pelayanan dasar Pemerintah Daerah juga terdampak; 
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e. Adanya kesalahan  

Bahwa jelas tindakan untuk tidak melakukan pembayaran Pajak oleh 

Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat dilakukan jauh sebelum 

adanya Keputusan Kepala DTRK Kota Surakarta Nomor 

646/40/I/2014 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan yang 

Dianggap Telah Memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya sesuai 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya merupakan kesalahan yang disengaja; 

6. Bahwa karena terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai 

uraian huruf a sampai dengan huruf e, maka perbuatan yang dilakukan 

Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat merupakan Perbuatan Melawan 

Hukum;  

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I mohon dengan 

hormat sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara a 

quo berkenan memutuskan: 

DALAM EKSEPSI: 

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; 

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak 

dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. 

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Menerima seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya; 

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya tidak 

dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); 

3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan hukum 

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. 

DALAM REKONVENSI: 

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dahulu 

Tergugat I untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat 

tidak membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan 

Perbuatan Melawan Hukum; 
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3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat untuk membayar 

PBB terutang kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I sebesar 

Rp870.727.667,00 (delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh 

tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara 

yang timbul dalam perkara a quo. 

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negari Surakarta Kelas IA Khusus 

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat 

lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 1 Juni 

2026, dan Tergugat I telah pula mengajukan duplik tertanggal 11 Juni 2026 

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan; 

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang 

termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

DALAM KONPENSI 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana diuraikan 

tersebut diatas; 

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan 

eksepsi kewenangan absolut dengan alasan sengketa Perbuatan Melanggar 

Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige 

Overheidsdaad), merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha 

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili 

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) oleh karena sengketa a quo 

timbul diawali dengan ditetapkannya Keputusan Kepala DTRK Kota Surakarta 

Nomor 646/40/I/2014 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan yang Dianggap 

Telah Memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya Sesuai Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, hal tersebut 

memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, 

Penggugat menyatakan perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan 

Negeri sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata karena yang 

dipersoalkan Penggugat bukanlah sah atau tidak sahnya Keputusan Kepala 

DTRK Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014 melainkan tindakan Para Tergugat 

yang tidak menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai ketentuan peraturan 

peundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

berkepanjangan, pembatasan pemanfaatan hak milik serta kerugian 

keperdataan bagi Penggugat yang telah beritikad baik menjaga dan 

memelihara obyek sengketa sebagai cagar budaya meskipun banyak 

penawaran sebagai tempat bisnis yang memungkinkan untuk mengubah 

struktur maupun mengalihfungsikan bangunan dari cagat budaya; 

Menimbang bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili absolut maka 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi untuk 

diputus dengan adanya putusan sela (vide pasal 136 HIR); 

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati 

dengan seksama surat gugatan Penggugat maka terdapat juga adanya 

persinggungan dengan kewenangan Pengadilan Pajak; 

Menimbang bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan terdapat 

adanya keberatan Terdakwa mengenai objek hak miliknya yang telah 

ditetapkan sebagai cagar budaya namun masih ditagih pembayaran PBB yang 

nilainya tinggi sekali sehingga Pengugat juga mengajukan surat permohonan 

penghapusan atau pengurangan sebesar 100 % atas pembayaran PBB NOP 

33.72.010.006.005.0089.0 atas nama Priyo Martono namun atas permohonan 

tersebut Tergugat I melalui Badan Pendapatan Daerah menolak permohonan 

Penggugat dengan alasan objek sengketa bukan merupakan cagar budaya 

berdasarkan keputusan wali kota; 

Menimbang bahwa dari uraian jawab-jinawab tidak terdapat kejelasan 

mengenai apakah jawaban permohonan Penggugat dari Badan Pendapatan 

Daerah tersebut telah ditetapkan dalam suatu bentuk Surat Keputusan 



 

Hal 27 dari 31 hal Putusan Sela Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt 

Keberatan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang secara 

prosedural dan kewenangan hal tersebut hanya dapat dilakukan wajib pajak 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan 

Keputusan Keberatan dengan mengajukan permohonan banding kepada 

Pengadilan Pajak (vide pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah); 

Menimbang bahwa dengan tidak adanya pernyataan/ tanggapan dalam 

jawab-jinawab mengenai telah terbitnya Surat Keputusan Keberatan oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta  sehngga dengan demikian Majelis 

Hakim menilai perkara a quo bukanlah suatu sengketa pajak;  

Menimbang bahwa untuk selanjutnya, dari uraian gugatan dimaksud 

dasar keberatan Penggugat adalah Tergugat I telah lalai dalam memberikan 

kompensasi dan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak PBB oleh 

karena objek sengketa telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat 

Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014, 

sedangkan Tergugat I juga membantah adanya penetapan tersebut merupakan 

penetapan objek sengketa sebagai cagar budaya sehingga dengan demikian 

belum ada dasar atau klausul yang mengatur pemberian insentif  maupun 

kompensasi karena penetapan tersebut masih tahap pencarian yang untuk 

selanjutnya harus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, sedangkan disini 

Penggugat sendiri juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan 

objek sengketa ke Pemerintah Kota Surakarta; 

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menegaskan kembali 

bahwa gugatan a quo yang dipersoalkan bukanlah sah atau tidak sahnya 

Keputusan Kepala DTRK Kota Surakarta Nomor 646/40/I/2014 melainkan 

tindakan Para Tergugat yang tidak mau menindaklanjuti keputusan tersebut 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Menimbang bahwa atas perbedaan perspektif antara Penggugat dan 

Tergugat I dalam menilai perkara a quo apakah merupakan kewenangan PTUN 

atau bukan, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 

huruf 3 PERMA 2 Tahun 2019 yang mengatur/ mendefinisikan mengenai 

sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang 

administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat 
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pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya 

tindakan pemerintahan; 

Menimbang bahwa sesuai dalam gugatan, tindakan Pemerintah 

tersebut adalah dengan tidak memberi kompensasi dan insentif kepada 

Penggugat padahal menurut Penggugat obyek sengketa tersebut telah 

ditetapkan sebagai cagar budaya; 

Menimbang bahwa sesuai pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

2 Tahun 2019, maka ditegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang 

berwenang mengadili sengketa tindakan Pemerintahan;   

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena gugatan a quo 

mengenai sengketa tindakan pemerintahan yang secara absolut merupakan 

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri tidak 

memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo;  

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili/ 

eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I tersebut beralasan untuk itu 

haruslah dinyatakan menerima eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi 

absolut; 

DALAM REKONPENSI  

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonpensi Tergugat Rekonpensi 

tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut; 

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim menelaah dengan seksama 

gugatan rekonpensi a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan 

rekonpensi a quo tidak lain berkaitan erat dan saling berhubungan dengan 

gugatan konpensi; 

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap gugatan rekonpensi a 

quo haruslah diselesaikan terlebih dahulu mengenai sengketa tindakan 

pemerintahan tersebut yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha 

Negara sehingga menjadikan gugatan rekonpensi a quo beralasan untuk tidak 

diperiksa lebih lanjut maka dengan kewenangan Majelis Hakim yang dimilikinya 

(vide pasal 134 HIR) untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menyatakan 

dengan sendiri Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan 

rekonpensi perkara Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt; 

DALAM KONPENSI-REKONPENSI     
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Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang 

mengadili maka dengan adanya putusan ini menjadi putusan akhir yang bersifat 

menghentikan dan mengakhiri proses pemeriksaan atas gugatan yang diajukan 

oleh Penggugat Konpensi -Tergugat Rekonpensi maupun Tergugat Konpensi-

Penggugat Rekonpensi; 

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut diterima 

sedangkan dalam perkara rekonpensi biaya perkara diperhitungkan nihil, maka 

sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat 

Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarannya akan 

disebutkan dalam amar putusan; 

Memperhatikan ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR, Pasal 50 Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan 

Undang-Undang No. 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 2 Tahun 

2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan 

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I 

DALAM KONPENSI 

1. Menerima eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I; 

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara 

Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt; 

DALAM REKONPENSI 

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan 

rekonpensi perkara Nomor 95/Pdt.G/2026/PN Skt 

DALAM KONPENSI-REKONPENSI 

Menghukum Penggugat Konpensi-Tergugat Rekonpensi untuk membayar 

biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah); 
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          Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  

Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 oleh kami, 

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H., M.H., 

dan Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum pada hari Kamis,  tanggal 25 Juni 2026, oleh Hakim Ketua dengan 

dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan, S.H., M.H. 

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta yang dihadiri oleh 

Penggugat, dan Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II serta telah dikirim 

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga. 

 

Hakim Anggota, 

 

ttd                                                        

Mahaputra, S.H., M.H. 

Hakim Ketua, 

 

ttd 

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. 

 

                             ttd    

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H. 

 

 

 

 

Panitera Pengganti, 

 

ttd 

Heru Satriawan, S.H., M.H. 
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Perincian biaya  : 

1. Biaya Pendaftaran  .................  

2. Biaya Proses ..........................  

: 

: 

                    Rp   30.000,00; 

Rp 125.000,00; 

3. Biaya Panggilan   ....................  :                     Rp   56.000,00; 

4. Biaya Penggandaan ...............  : Rp   44.000,00; 

5. Meterai ...................................  : Rp   10.000,00; 

6. Redaksi  ..................................  : Rp   10.000,00; 

      Jumlah :    Rp  275.000,00; 

 (dua ratus tujuh  puluh lima ribu rupiah) 
 

 

 

 

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta
Panitera Tingkat Pertama 
Sutanto S.H., M.H. - 197301311992031002
Digital Signature
 
Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2026-06-25T15:11:26+0700
	Surakarta
	Tandatangan Digital Salinan Putusan




